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BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR: 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

‘enimbang

engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor
Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomeor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor <1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3085) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor <44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

11,

12.

13.

Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);
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14 Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repbulik Indonesin Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);
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[enetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016

21.

22.

23.

24.

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024
Nomor 301);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2022 Nomor 293);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2023 Nomor 298);

Peraturan Bupati Kaur Nomor 150 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur
Tahun 2022 Nomor 1154);

Peraturan Bupati Kaur Nomor 142 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2023 Nomor 1298);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.
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Pasal 1

iporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

) Pendapatan
a. pendapatan Asli Daerah Rp. 39.592.070.485,19
b. pendapatan Transfer Rp. 801.555.558.861,00
Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.__19.670.380.000,00
Rp. 860.818.009.346,19

!) Belanja

a. belanja Operasi Rp. 541.403.025.695,38
1) belanja Pegawai Rp. 305.702.381.005,38
2) belanja Barang dan Jasa Rp. 188.180.138.163,00
3) belanja Bunga Rp. 0,00
4) belanja Subsidi Rp. 0,00
5) belanja Hibah Rp. 43.440.593.583,00
6) belanja Bantuan Sosial Rp. 4.079.912.944,00
b. belanja Modal Rp. 117.521.845.829,38
1) belanja Modal Tanah Rp. 250.000.000,00

2) belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 36.630.026.377,00
3) belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 24.685.571.735,00
4) belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 54.812.036.868,38

5) belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.144.210.849,00
c. Belanja Tidak Terduga
1) belanja Tidak Terduga Rp. 69.180.000,00

d. Belanja Transfer

1) belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
2) belanja Bantuan Keuangan Rp. 198.768.787.000,00
Surplus Rp. 3.055.170.821,42
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Pembiayaan

a. penerimaan Pembiayaan Rp. 18.886.176.018, 84
b. pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000, 00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 17.886.176.018, 84

Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran tahun berkenaan
Rp 20.941.346.840, 27

Pasal 2

gkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal |

santum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Kaur ini.

Pasal 3
gkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ncian lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

jabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

intum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kaur ini.

Pasal 5

1piran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
g tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kaur ini.
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Pasal 6

raturan Bupati Kaur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

jpati Kaur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 22 @uﬂu 2024

BUPATI KAUR \/

—

LISMIDIANTO

lundangkan di Bintuhan
\da tanggal, 2% Apues 2024

fKRETARIS DAERAH
ABUPATEN KAUR

RSAN SYAHFIRI

'ERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : \3%
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